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ABSTRAK

Andi Syawal Fitrah, Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di
Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No0.424/pdt.g/2019/pa.prg),
(dibimbing oleh H. Sudirman L dan Fikri).

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu, Bagaimana penyebab
pembuktian terjadinya perselingkuhan di persidangan di Kab. Pinrang ? bagaimana
pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perceraian akibat
perselingkuhan terhadap perkara'No. 424/pdt.G/2019/Pa.Prg ? bagaimana penegakan
hukum Islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap perkara No.
424/pdt.G/2019/Pa.Prg-?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab
perselingkuhan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menegakkan hukum
khususnya pada perkara Perkara No.424/pdt.g/2019/pa.prg dan kaitannya dengan
analisis Hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kulitatif atau penelitian lapangan dengan
pendekatan yuridis formal dan maslahat, yaitu-dengan cara mengadakan penelusuran
terhadap kajian Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga
melihat kemaslahatan bersama terhadap keputusan Majelis Hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penyebab terjadinya
perceraian di Kab. Pinrang memiliki beberapa faktor yaitu diantaranya karena faktor
ekonomi, Krisis moral, dan juga faktor perselingkuh. Kemudian yang kedua,
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 424/pdt.g/2019/pa.prg
yaitu melihat fakta yang ada di persidangan apabila gugatan penggugat dapat
dibuktikan dengan benar maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim
dalam memutuskan perkara! Kemudian yang.ketiga yaitu, penegkan hukum Islam
terhadap perceraian pada perkara No. 424/pdt.g/2019/pa.prg yang tentunya selalu
mengedepankan kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari yuridis formal dalam
hal ini berfokus pada aturan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Perceraian, Pertimbangan.MajelisHakim,.Penegakan Hukum Islam
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Rasulullah SAW. diutus kepada manusia untuk menyempurnakan ajaran-

ajaran yang telah ada sebelumnya. Diantaranya untuk menyempurnakan akhlak

manusia. Beliau mau diperintahke enyempurnakan akhlak masyarakat

sehingga akhirnya turunlah masalah kemasyarakatan, tata

LM Derkawn

SWT, secara
ada dibumi
a kecil, ada
langit ada bumi, ada pria ada wanita dan sebagainya. Dalam kaitan saling berjodohan

dan berpasangan ini, Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/26:11

'Departement Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya (Semarang:Toha
Putra, 2000), h.114
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Terjemahanya:

“ Dia (Allah)pencipta langit dan bumi.dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu
sendiri pasangan-pasangan dan jenis binatang ternak pasangan-pasangan
(pula), dijadikan-Nya kamu dengan jalan itu” 2

Dengan pengerti am pendidikan Islam adalah

pendidikan keluarga adi inti dalam pe masyarakat. Komunikasi

antara k tangan yang
merusa 3 gaya hidup
suka-su a-I's j idz AN seseorang
ga yang normal, sehi selingkuhan,
kat menghalalkan perse gaya hidup.
Hal ini j bat terhadap terancam tetapi juga

pak yang cukup berat, seperti h anak-anak,

rasa ma ) ditanggung , knya karir, |
an sosial mas
n memenuhi berba

kehidupan ini, ma
butuhan lBMSEBTA]B Eus dipen

yang R« a cara untuk

ri itu adalah

butuhannya,

Dagai agama

yaitu hanya dengan cara pernikahan,

’Departement Agama Republik Indonesia, A-lqur’an dan Terjemahannya (Semarang:Toha
Putra, 1989), h.573

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika Kkita lebih mencermati
kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.>
Hidup berpasangan dikalangan manusia ini dalam prakteknya, tidak

selamanya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah swt. Hal ini terjadi karena tidak

atau belum mendapat dakwah aga erasukan nafsu mereka sendiri. Hal inilah

yang kemudian membuat ng memiliki puluhan istri untuk
memuaskan nafsu seks anita memiliki lebih dari

pemuasan nafsu seks dari

gnya ajaran
ran Islam telah jelas ~ ju. Tinggal
h ia mau menjalaninya i jaran Islam.
Perseli nya banya terjadi pad ang kurang
memili aan yang mantap, lemahny cinte nikasi yang
kurang ing-masing, ¢ yang kurang
stabil,
erapa faktor
dividu yang
I kebosanan

a Lain (WIL)

*Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah,”Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum
Islam”, Yudisia, Vol.5, No.2, 2014, h. 286

*Kumla Muhajarah,Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”,
Sawwa, Vol.12, No.1, 2016, h. 23
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dan Pria ldaman Lain (PIL), affair dengan seks, yang kesemuanya berkategori
selingkuh.’
Belakangan ini, fenomena perpecahan keluarga seolah menjadi suatu budaya.

Hal ini diindakisakn oleh maraknya perselingkuhan, kawin cerai dan meningkatnya

jumlah anak jalanan seakan menunj gejala-gejala negative sebagai pertanda
berakhirnya institusi kel . pernikahan menjadi  simbol
pembentukan keluargz 1tase perceraian akhir-akhir
,,,,, umah tangga dan keluarga yang

njadi simbol

formal i realitanya
ya hidup. Pernikahan ti pementasan
nilai-nilai agama, akib ang awalnya
ah kegiatan yang hany . Komitmen
serta h untuk mewujudkan dan m upan rumah

tangga kinah berawa

perceraian

Berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti bahwa angka perceraian di

Pengadilan Agama Pinrang tahun 2016 sampai dengan 2017 kurang lebih 1875 kasus

*Purwanto Yadi, Psikologi Sosial, Selingkuh yang Dinikmati (Universitas Muhammadiyah:
Surakarta, 2004), h.4.

®Fatimah Zuhrah,”Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di
Kota Medan”,Miqot, Vol.12, No.2, 2018, h. 321
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perceraian, akibat selingkuh sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus
menerus’. Sebagian besar terjadi perselingkuhan adalah karena kurangnya kesadaran
untuk membina rumah tangga yang sederhana serta kurang harmonisnya hubungan

dalam keluarga. Terjadinya desakralisasi lembaga perkawinan. Rumah tangga yang

tadinya dianggap sebagai lembaga id membina rumah tangga yang sakinah.

Mauatan kehalalan menuru puh dan keluarga yang dipandang

sebagai rutinitas bah Kehidupan. Ora melepaskan dari kegagalan

ang ideal. Keabsaha a dan kehalalan agama

eruntuhkan

aian akibat

yang memicu ting

n Pinrang adalah fakt aman antara

satu de suamifistri tidak lagi m ban masing-
penuhinya segala bentuk k gga. Faktor
Dalam ka baik, dan
suatu  upaya
gga. Bahkan

ah aib yang

Lemahnya institusi masyarakat' dalam masalah moral, sosial dan hukum

menjadi lahan subur perselingkuhan. Rumah tangga seolah memperoleh ancaman

"Hasil Observasi awal di Pengadilan Agama Pinrang, Tahun 2019
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serus dari lingkungan. Rumah tangga terancam oleh lingkungan yang memfasilitasi
kebejatan moral.
1.2.Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang serta dari uraian diatas, maka penulis

mendeskripsikannya dalam suatu pe ahan pokok yakni bagaimana Perspektif

hukum Islam Terhadap gkuh, dari permasalahn pokok

tersebut maka penulis

di
ma Pinrang
ian akibat perseling ( erkara No.
.Prg. di PA Pinrang ?
gakan Hukum Isla aian  akibat
eling terhadap perkara No. 4 Prg. di PA
1.3.Tu
yang menja i alah sebagai
K mengetP*rﬁEMyReElingkuha ). Pinrang.
Al lan Agama

adap perkara No.

424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA Pinrang

1.3.3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian akibat
Perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA

Pinrang
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1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan

khususnya mengenai perkara perceraian sebab faktor perselingkuhan serta dijadikan

bahan untuk mereka yang akan meng 1.penelitian-penelitian selanjutnya, adapun

manfaat lain yang diharapka ah sebagai berikut:

1.4.1. Agar pene a pribadi meng memahami Bagaimana

gama Pinrang terhadap

1.4 il pe akan sebagai
mikiran bagi pengkajia ilmu dalam
rapkan sebagai masuk masyarakat
i faktor perceraian kare

1.4 n ini dapat dijadikan sumbe azanah ilmu

m menunjan misnya.

PAREPARE
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai Perspektif Islam Terhadap Perceraian

g digunakan
jkuh adalah

a gung RI No. 266K/AG/ yaitu “alasan
yukti empersoalkan siapa ya yang benar.
r huk

imbangan Hakim dalam A cerai gugat

karena ¢ eling , Q.S. al-Rum (30): 21.°

rena itu, dari penelitian Khairul Fajri it persamaan
penyebab perceraian i i ; Agama dan

vektif Hukum Is A an dari segi

a penel'n ini memfo ka kepada perceraia at selingkuh
anddi— Penga _v.i.. o .. serkara No.
akan bahwa
tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan telah menikah
dengannya dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat. Kemudian,

pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat selingkuh

®Khairul Fajri dan Mulyono, "Selingkuh sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian
(Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Shy) ", Magasid: Jurnal Studi Hukum Islam, No.1, 2017,
h.9
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dilihat dari perspektif Hukum Islam. Sedangkan dari penelitian Khairul Fajri dan
Mulyono bahwa salah satu pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam
memutuskan perkara yaitu dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI terhadap perkara cerai gugat.

Rima Safria. Fakultas Syari ukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, (2016 ian ini Perselingkuhan Melalui

Facebook dan SMS F Perceraian (Stu Pengadilan Agama Jakarta

Selatan). Penelitian bahas tentang mengetahu selingkuhan dalam rumah

tangga ' han melalui

san singkat pribadi ya 3 an “chatting
ingkuhan berlangsung

an yaitu di Pengadilan karta

ajian yang dilakukan oleh fria, ang menjadi

gan peneliti sama-sama has tentang

alam hal ini tergug Jangkan dari
segi pe kan kepada p perkara No.
enelitian ini
memalukan
perselingkuha : anita 15 : ak sus an telah menikah
dengan wanita tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan

analisis perkara menurut Hukum Islam.

°Rima Safira,Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Penyebab Perceraian (Studi Pada
Pengadilan Agama Jakarta Selatan), Skripsi Sarjana, h.5
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10

Sedangkan pada penelitian Rima Safria memfokuskan penelitiannya kepada
penyebab perceraian karena adanya perselingkuhan melalui jejaring media sosial
facebook dan SMS dan fokus studi penelitian ini di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan.

Saifudin, M. (2014) Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sosial
Media Sebagai Penyebab Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Malang Nomor : 0905/Pdt.G/2013/Pa.Mlg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel
Surabaya. Hasil penelitian dan kajian penelitian ini-membahas tentang sebuah kasus
dalam sebuah putusan perceraian di Pengadilan Agama Malang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kasus tersebut secara deskriptif menunjukkan bahwa sosial media
yang sejatinya adalah alat komukasi yang justru disalahgunakan untuk perselingkuhan
hingga banyak dampak negativ yang ditimbulkan seperti tidak harmonisnya hubungan
suami istri yang kemudian berimbas pada kekerasan dalam rumah tangga, lalainya
suami terhadap nafkah keluarga, perzinaan sampai pada perceraian.*®

Berdasarkan hasil kajian-oleh Saifudin, M bahwa yang menjadi persamaan dari
penelitian ini bahwa sama-sama mengkaji tentang perceraian akibat perselingkuhan.
Dari perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami maka akan berdampak bukan
hanya pada dirinya sendiri:akan tetapi juga-terhadap keutuhan keluarga. Dari fokus
penelitian ini juga sama-sama menganalisis sesuai Hukum Islam. Sedangkan dari segi
perbedaan penelitian int dengan penelitian Saifuddin, M bahwa penelitian ini
memfokuskan kepada putusan perkara’ No. 424/pdt.G/2019/PA/Prg di Pengadilan

Agama Pinrang. Dimana dari penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian

1°\.Saifudin, "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Sosial Media sebagai Penyebab
Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0905/Pdt.G/2013/PA.MIg), Skripsi
Sarjana, h. 5
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karena adanya pihak yang memalukan perselingkuhan dengan wanita lain dalam hal
ini pihak suami dan telah menikah dengan wanita tersebut dan pertimbangan Majelis
Hakim dalam memutus perkara dan analisis perkara menurut Hukum Islam.

Sedangkan penelitian Saifudin, M memfokuskan kepada studi kasus putusan

Pengadilan Agama Malang No. dt.G.2013/Pa.Mlg. Pada penelitian ini

membahas tentang penggu gai penyebab perceraian. Dalam

penelitian ini juga men

al-Syari’ah
ah merupakan kata maj i diri dari dua
kata yai i Syari’ah. Secara etimol i akan bentuk

hid yang berarti kesengaja

Asaf A.A Fyzee menjelaskan bahwa ‘syari’ah adalah canon law of Islam, yaitu
keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satria Effendi
menjelaskan bahwa syari’ah adalah al-nushush al-mugaddasah yaitu nash yang suci

yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits Mutawatir yang belum tercampuri oleh
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pemahaman manusia.'’ Sehingga cakupan syari’ah ini meliputi bidang I'tigadiyah,
‘amaliyah dan khulugiyah. Demikianlah makna syari’ah, akan tetapi menurut ulama-
ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syari’ah. Mahmud Syaltuth

memberikan uraian tentang makna syari’ah, bahwa syari’ah adalah hukum-hukum

dan tata aturan yang di syariaatka h SWT untuk hamba-hamba-Nya agar

dipedomani manusia dala engan Tuhan, dengan sesama

manusia, alam dan s upan. Sedan Sayis menjelaskan bahwa

syari’ah adalah huk diberikan oleh ntuk hamba-hamba-Nya

agar me di dunia dan
akhirat.

membahas masalah ‘ah  sebagai

disiplin independen, maka tida efinisi yang

ang diberikan oleh ulam gga akan di

dapati t ver nisi yang berbeda satu sa kesemuanya

titik tolak y: karena itu, kan defenisi

vari’ah yan yak dikemu oleh ulama-

ulama porer, seperti membagi m: | al-syari’ah

gian yaltp/k REM/REZI ‘ammal agashid al-

Syari’a an hikmah, dan

rahasia serta ar runkannya syari’ah secara umum yang meli eluruh aspek
syari’ah dengan tanpa mengkhususkan' diri pada satu bidang tertentu. Sementara
bagian yang kedua yang dimaksudkan yaitu sebagai perangkat metode tertentu yang

dikehendaki oleh al-syar’l dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia

“Ali Mustakin,”Teori Maqashid al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbat
Hukum” ,Jurnal lImu Hukum 19, No.3, 2017, h. 549
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dengan mengkhususkannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari’ah yang ada,
seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga, dll.
2.2.2. Teori Relasi Sosial

Intraksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun

kelompok dengan kelompok dalam sehari-hari merupakan suatu hal yang

lazim dilakukan, menginga luk sosial yang tentunya tidak

dapat hidup sendiri, butuhkan dar an. Interaksi yang didasari

oleh kepentingan/tujuan yang sama akan melahirka sama diantara anggotanya.

kepentingan

tau relation.
Relasi s i (rangkaian
tingkah merupakan
hubungz
mempe i p-tiap orang

dapat

dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang, b). Awarness yaitu seseorang sudah
mulai menyadari kehadiran orang lain, c¢). Surface contact yaitu orang pertama

menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya, dan d). Mutuality

“Juli Astutik, “Pola Relasi Sosial dalam Implemetasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan”Jurnal Humanity,Vol. 8, No.2, 2013, h. 39
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yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya saling asing.
Sedangkan menurut Spradley dan Mc. Curdy, Menyatakan bahwa relasi sosial atau
hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang

relatife lama akan membentuk suatu pola, Pola hubungan ini disebut sebagai pola

relasi sosial yang terdiri dari dua itu relasi sosial assosiatif yaitu proses

yang terbentuk kerja sa I dan akulturasi yang terjalin
cendrung menyatu d lal dissosiati s yang terbentuk oposisi
misalnya

ipergunakan
ebih terlibat
Proses perilaku tersebu

sing memperhitungkan

asing-masing. Selain it ungan sosial

atau perwakilan, tergantun disi tertentu.

pai sejauh ah perilaku

er atau kedama pagai tujuan,

tentu bahwa tidak begitu k mencolok

-kelompopintﬁapjn Ranamai.”’
N3 berinteraksi
sayang dan

melestarikan peradaban, Namun dalam berkomunikasi juga dapat melahirkan

BSoerjono Soekanto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), h.45-57.
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percekcokan dan perpecahan sehingga tidak jarang terjadi konflik sesama manusia.**
Oleh karena itu dalam relasi sosial yang dipaparkan oleh Partowisastro, interaksi
sosial ialah relasi sosial yang berfungsi menjalin berbagai jenis relasi sosial yang

dinamis, baik relasi itu berbentuk antar individu, kelompok dengan kelompok, atau

individu dengan kelompok.™
Relasi sosial merup itu antara dua orang atau lebih

yang mempunyai hub i interaksi dalam hal mereka
sesamanya. Maka dari itu

ena masalah

tian ' divi ivi a mengenai

pen sengketa dalam pros iasi ya perkara

i pen gama Pinrang.

ri E s Hukum

ga si ang tercantum dalam teori itas , yaitu teori,

hukum. Di Indonesia, a kata yang

efektifan. Efe inya (1) ada

dapat membx sil, berhasil

guna, ( keefektifan
, dan (4) hal

punyai makna

1 Ade Matsuri, Membangun Relasi Sosial Melalui Komunikasi Empatik (Perspektif Psikologi
Komunikasi),Jurnal Dakwah dan Komunikasi, volume 4, Nomor 1, Januari-juni 2010, h.1.

M. Khairul Anwar,”Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Interkasi Sosial Pada Perawat
Di Rumah Sakit Islam Surakarta™ Skripsi (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2016). h. 7.

®pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 374.
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menjelaskan suatu tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur
dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan rencana dalam kegiatan lalu
berhasil maka kegiatan dianggap semakin efektif. Jadi teori efektivitas hukum adalah

teori yang menganalisis dan menelaah tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam entasikan hukum.
Menurut Wingjo eh Tina Asmarawati didalam

bukunya untuk menc

2.2.2.1 g menjamin
ya  saksi : g melanggar, ¢ bekerjanya
asi ye tif itu, kaidah-kaidah h : mempunyai

n pe warga masyarakat.

2222 kes dan kerelaan para warga : ga dikaidahi
atur kan suatu usaha pe organisasi
na/penegak kaidah hukum. Badan/_organisasi pe ukum yang
dan adil akan mening| ibawa badan atau asi tersebut,
da gilirannya ire ' h warga masyaraka i pengayom
)an. Hanya oleh bekerjanya organisasi yang efek alah kaidah-

-

NUKUM qapa lnriilhl e -I-Rﬂ.lkir:l-l'll‘ll. ang rllldan

2.2.2.3 Dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah
hukum. Proses sosialisasi atau edukasi yang tak henti-hentinya memerlukan
suatu institusi atau struktur organisasi (keluarga, sekolah, dsb) untuk
melaksanakannya namun “kesediaan individu-individu warga masyarakat

untuk menggunakan kaidah-kaidah untuk tuntunan hidupnya”, merupakan
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faktor utama. Tanpa kesadaran dan kerelaan atau kesediaan tersebut, warga
masyarakat tidak akan mengikuti dan mentaati kaidah hukum tersebut.’
Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama

harus dapat mengukur , ‘sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak di taati;. Jika

yang ingin Kita kaji adalah efektivi an hukum tertentu, maka akan tampak

perbedaan, faktor-faktor ya ivitas dari setiap aturan hukum,
misalnya seperti efekti 0 3 a dapat mengatakan bahwa

ergantung pada beberapa

ndangan didalam mas ana proses

dangan, yang tidak bol tergesa-gesa

esaat), yang diistilahk dall sebagai

k dan tidak

-undang sapu), yang me

ang banyak

dan optimal

dua perspektif: a). Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan

dengan sebagai “institusi” yang ditinjau dari cirri-cirinya, b). Perspektif individu, atau

' Tina Asmarawati, Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan
Kebudayaan (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.46-47.
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ketaatan, yang lebih banyak berfaktor pada segi individu atau pribadi, dimana
pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.®®
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto bahwa

efektif atau tidaknya suatu kaidah hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: a).

faktor hukumnya sendiri (undang-un . Faktor penegak hukum, yakni pihak-

pihak yang membentuk ma n, ¢). Faktor sarana atau fasilitas

yang mendukung pene um, d). Faktor yakni lingkungan dimana
VVVVV i sebagai hasil
lan hidup.

-ahli diatas

dalam proses penegaka abila hal itu

maka penegakan huku kan i. Maka dari

itu pen ivitas Hukum dalam p ini angat tepat

penelitian ini mengenai pe ahan tifan proses

erceraian akb hukum Isla
i ama Pinrang.
2.3Tin onseptual

umum, P)AlmE(PNREIeh Ah bar dalam

seorang Sua alam bentuk me an dengan seseorang diluar ikatan

¥Achmad  Ali, Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicalprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009),
h. 379.
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perkawinan yang kalau diketahui pasangannya yang sah akan dinyatakan sebagai
perbuatan menyakiti, menghianati, melanggar kesepakatan, diluar komitmen. *°
Dengan kata lain  selingkuh  terkandung makna ketidakjujuran,

ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dan pengecut dengan maksud menikmati

hubungan dengan orang lain sehing penuhi kebutuhan seksualitas meskipun

tidak terjadi hubungan badz tian oprasional judul diatas yang
dikemukakan oleh i bahwa penelitian ini
dilakukan untuk me g menjerumuskan pelaku

ian.  Untuk
pembahasan
skripsi

rasa perlu memberikan eberapa kata

yang te ripsi ini sebagai beriku
231
dari kata cerai yang berarti hubu bagai suami
istri, %

gga artinya perpisahan.

Yang p ah putusnya
hubungs

2.3.2

tidak b ang penulis

maksudkan sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia.

' Ahmad, Akbar, Membedah Islam (Cet. II: Bandung; Pustaka, 1997), h. 65
2°M. Hasbi ash-shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Cet.V: Jakarta; Bulan Bintang, 1993), h.44
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2.3.4 Perspektif

Perspektif berarti sudut pandang atau pandangan. Dan yang penulis
maksudkan adalah pandangan komprehensif dengan menggunakan landasan hukum
Islam. Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai
cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun

tulisan. Hampir setiap hari orang- lu menungkapkan perspektif dan sudut

pandang mereka mengenai bagai contoh, orang yang selalu

memberikan sudut pa media sosial, dengan cara

memperbaharui stat
2.35

am adalah , umber dari Al ; 5, ijma’, para

s hanya akan mengguna i dan Hadits

sebagai : eluarga adalah ibu, bapa a seisi rumah
dalam ini a ahwa yang dimaksud de h kelompok
social t dari suami, istri beserta ) izim disebut

rumah nit terkecil masyarakat wadah dan
proses [; n hi
236 P :

yang
berkeduduka a  Kabup . Pengadila ama entuk dengan

ykat pertama

\gama yang

Keputusan Presiden. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan
keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infag, shadagah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum
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ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Susunan Pengadilan Agama

terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Perspektif Hukum Islam terhadap Perceraian
Akibat Selingkuh Studi Kasus di PA Pinrang
(Perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg.

Teori Efektifitas
Hukum
1. Terealisasinya UUP
2. Proses Penegakan
Hukum

Teori Relasi Sosial
1.Keharmonisan suami istri
2.Komunikasi dan Interaksi
Suami Istri
3.Terbentuknya Keluarga
Sakinah

Teori Magashid al-

Syari’ah

1. Kemaslahatan Suami Istri
2. Hifdzul Nafs

3. Hifdzul Nasab

Faktor Perceraian Akibat
Perselingkuhan

L

Gugatan Penggugat dikabulkan oleh
Majelis Hakim
1. Mengabulkan Gugatan
Penggugat secara Verstek
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in
Sughra
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka metode

pelaksanaan penelitian yang relevan .dengan menggunakan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif merupa kegiatan yang sistematis untuk

memperoleh jawaban p tode ini dimaksudkan untuk

memberi gambaran ungkin mengena n karena perselingkuhan
pendekatan

Wwawancara

uk di dalam
alam rumah
ang-Undang
Nomor 1989 yang
telah m i i mor 3 tahun
2006 d: lilan Agama
Isalam dan
elah teratur
dan terj perselisihan
dalam rumah tangga. Dari data itulal

emudian berbagai data sumber mengenai

Perceraian Kerena Faktor Perselingkuhan pada di Pengadilan Agama Pinrang.

22
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini

adalah Pengadilan Agama Pinrang.

1. Profil dan Sejarah Pengadilan A ng Kelas IB

Nama : Pengadila

Alamat 2 JIn.

nrang Kelas IB, terleta ang, dengan

etak antara :

dengan layah 1.9ﬁ7ﬂ<ﬁdﬁ)isﬁtebagai be

Sidenreng

Rappang
c) Sebelah Selatan . Kotamadya Pare-Pare
d) Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa dan Makassar

Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12

Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan.
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3. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B

1.  Dasar Hukum Berdirinya

a. Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh sebuah mahkamah dan lain-lain

Badan Kehakiman menurut UU/UUD 1945 Pasal 24 (1).

b. Susunan dan kekuas iman diatur dengan UU/UUD 1945

Pasal 24 (2).

c. Apabila pe

srka

ma

Peradilan Ta U .14/1970 Pas

Peraturan Pemerintah ! 0.45/1957E

AREPAR

Memperhatikan Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, karena sistem
hukum di indonesia dikenal sebagai Pluralistis sifatnya dan terdiri dari berbagai

hukum di Indonesia diantaranya:
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1. Hukum Adat.
2. Hukum Islam.

3. Hukum Perdata.
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pin
Visi :

g Kelas IB

Bersih, Berwibawa dan

n Sumber Daya Aparatu
n Pengawasan yang tere
n kesadaran dan ketaata

n kualitas administrasi

6. Tuga

telah diatur
dalam telah diubah
dengan Kehakiman
No.14 Tahunl970 dengan perubahan g No. 4 Tahun 2004

tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama, pada

khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap
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perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu

Lembaga Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.
7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B, meliputi wilayah

Kabupaten Pinrang yang terdiri n dan beberapa Desa/Kelurahan.

a. Kecamatan S

1. Kelurahan

j abua
Oolewali
Watang Pul

S KWEP KR

Desa tongang-tongang
Desa Samaenre

Desa Patobong |
Desa Patobong 11

N o g &~ w Do

Desa Massulowalie
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8. Desa Mattiro Tasi
9. Desa Mattombong

10. Desa Siwolong Polong
b. Kecamatan Lanrisang jaraknya 19 km terdiri dari :

Kelurahan Lanrisang

Desa Mallongi-longi

Desa Ammassan

N o a » w D oE

va 19 km te

Q © 0 N o 0 b~ W D PO

Kelurahan Jaya
Kelurahan Siparappe
Kelurahan Salo
Kelurahan Sipatokkong

o g~ w D E

Kelurahan Penrang
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Kelurahan Bentengnge
Kelurahan Maccorawalie

. Kecamatan Paleteang jaraknya 3 km terdiri dari :

Kelurahan Temmassarangnge
Kelurahan Maccinae

Kelurahan Pacongan

Kelurahan Laleng

atan nua jaraknya 14 km ter

ahan Tonyam
ahan Benten
ahan Macciri

rrePAREPARE

Desa Padangloang
Desa Pincara
Desa Mattiro Ade

. Kecamatan Cempa jaraknya 14 km terdiri dari :

Kelurahan Cempa

Desa Mangki

28
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N g o~ ow

i. Kecamatan Duampanua jar

© © N o g~ w D PF

N o a s~ w Db oE

Desa Mattunru-tunrue
Desa Sikkuale

Desa Tadang Palie
Desa Salipolo
DesaTanra Tuo

km terdiri dari :

Kelurahan Lampa |

nga

Kelurahan Betteng
Desa Binanga Karaeng
Desa Rajang

Desa Letta

Desa Ulu saddang
Desa Suppirang

29
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8. Desa Pakeng
9. Desa Benteng Paremba
10. Desa Kariango
11. Desa Lembang Mesa Kada
12. Desa Sali-Sali
13. Desa Sabbang Paru
14. Desa Basseang

asaan  yang
peradilan.
Kekuas: i eradi ah me a, memutus,
dan me i perdata tertentu dikala orang-orang
yang be : enang Pengadilan Aga : : elasan pasal
49 Und ahun 2006 tentang peru undang NO.

7 Tahu atas undang-und . 009 tentang

f. Zakat
g. Infaq
h. Shadagah

i. Ekonomi Syari’ah
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9. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas | B Struktur organisasi
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua

2. Hakim

3. Panitera dan Wakil Panitera

4. Panitera Muda Gugatan
5. Panitera Muda Per

n Keuangan.

Waktu pelaksanaan penelitia ebih (2) dua
bulan.

3.3 Fok

g terhadap

selingkuhan
di Pinrang.
3.3.3. Mengatasi Perselingkuhan yang Terjadi di Tengah Masyarakat Kaupaten

Pinrang..
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3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena data
diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan

sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni k sul Rijal dan Bapak Baharuddin.

Data empiris yang secara langst umbernya, baik melaui

a teknik dan
nt penelitian atu dengan
roleh dari la benar-benar

enelitian ini

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan
dilapangan yakni melakukan interaksi langsung dengan objek penelitian dengan
terlibat langsung di lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini peneliti akan

melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pinrang.
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3.5.2 Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk pengamatan terhadap suatu
objek untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan

yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

untuk melanjutkan suatu peneliti ervasi yang dilakukan penulis adalah

Observasi Berperanserta. an kegiatan sehari-hari orang
yang sedang diamati igunakan sebaga

3.5.3 Interview (Wawancara

menemukan
Jalah kontak
antara pencari inform s asi. Dalam

lakukan wawancara ang terkait.

i narasumber yang ak alah Hakim

adala : ngalir atau

a-data dari catatan, si, catatan, transkrif

surat da ah yang (ﬂﬁzn E PA R E

arsip, buku,

Instrumen pengumpulan data sebagai alat bantu yang dimiliki peranan yang

sangat akurat dan strategis dalam kegiatan penelitian. Adapun instrument yang

21gygiyono, Metode Penelitian Manajemen(Bandung: Alfabeta, cv, 2015) h.235

22M.taufan B, Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan(Sleman: CV Budi
Utama, 2016) h.104
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digunakan dalam pengumpulan data adalah daftar pertanyaan wawancara, recorder,
kamera, dan alat komunikasi.
3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang

bersifat kualitatif, maksudnya adalah itian dilakukan hanya berdasarkan pada

fakta yang ada dan ditemui kemudian dipaparkan dalam
bentuk deskriptif.
Dalam analisis data, penulis menggunakan

3.7.1 nalisis atau
sikap yang

arkan fakta-fakta yang

3.7.2 aitu teknik yang digu eroleh data

mpulan berupa prinsip laku khusus

a-fakta yang bersifat umu

13l

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan khususnya terkait dengan perceraian
akibat selingkuh perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama pinrang No.

424/pdt.G/2019/PA.Prg, maka dala b ini peneliti akan memaparkan hasil

penelitian tersebut. Peneliti A Pinrang terkait dengan judul

diatas mendapat resp ng ditemukan berdasarkan

hasil wawancara b t berkelanjutan mau berkelanjutan. Sehingga

Terjadinya Perseling i an di Kab.

asyarakat, banyak seka belum bisa

ri akibat ada flik diantara
k dalam r. :ﬂa dapatsmereka sele: dan ada juga
i p ﬁ ia l ﬁ E i erlarut-larut
aian dengan
mencari solusi di luar rumah.
Kasus perceraian di Pinrang diprediksi meningkat dibanding tahun
sebelumnya. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kab. Pinrang Bapak Dr. H.
Imran mengatakan bahwa Pengadilan Agama Pinrang menerima kasus sebanyak 545

perkara. Sementara angka perceraian pada tahun 2016 lalu 600 perkara. 113

35
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diantaranya diselesaikan pada tahun 2017. Rata-rata usia pasangan suami istri yang
berperkara itu berusia diantara 30-40 tahun. Bapak Imran mengatakan bahwa,
perceraian yang terjadi di Pinrang dipicu berbagai faktor, diantaranya perselisihan
suami istri, karena seringkali keluar ditengah malam, mabuk-mabukan, dan lain-lain
sebagainya.

Adanya perceraian-beberapa pasangan di-Kab. Pinrang disebabkan oleh
beberapa hal salah satu diataranya yaitu terjadinya perselingkuhan khususnya pada
perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg membuat sepasang suami istri tidak dapat lagi
mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Perceraian yang terjadi di Kab.
Pinrang memiliki beberapa penyebab, bukan hanya terjadi karena perselingkuhan
tetapi karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Oleh
karena itu, dalam pembahasan ini yang terkait dengan penyebab terjadinya perceraian
di Kab. Pinrang maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Hakim yang
ada di Pengadilan Agama Pinrang, hasil wawancara oleh Bapak Baharuddin, beliau

menjelaskan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya perselingkuhan itu, jadi bedakan antara penyebab
dan alasan. Jadi kalau alasan itu menurut Undang-undang pada Peraturan
Pemerintah No.9 tahun 1975, sedangkan alasan menurut KHI itu pasal 116.
Terjadinya perselingkuhan®sehingga: menjadipenyebab bercerai, kemudian
salah satu faktor yang “fath“itu=adalah “faktor-akhlak. Akhlak itu kaitannya
dengan selingkuh, terjadinya selingkuh karena kemerosotan akhlak, kemudian
faktor ekonomi juga menjadi penyebab perceraian karena salah satu pihak tidak
puas dengan penghasilan, olehnya itu harus dipahami antara penyebab dengan
alasan perceraian.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Baharuddin sebagai seorang Hakim

di Pengadilan Agama Pinrang yang menangani perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg

*Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Pinrang, 14 Oktober 2019
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beliau menjelaskan bahwa dalam sebuah perkara perceraian yang terdaftar di
kepaniteraan PA Pinrang maka pihak yang mengajukan perkara tersebut memiliki
beberapa alasan baik itu dari penggugat atau pemohon sehingga perkara yang mereka
ajukan di Pengadilan Agama Pinrang dapat di proses di persidangan. Terjadinya
sebuah perceraian disebabkan karena adanya beberapa alasan baik itu penggugat
maupun termohon dan hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Perkawinan mulai
A-F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan

sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang
sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa
seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang
mengancam jiwa pihak lain

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan
sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami Istri

f. Serta antara suami dan ‘istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian diatas yang termuat dalam Undang-
undang 'No.1 tahun 19747tentangPerkawinan:maka [dapat dikatakan bahwa seorang
suami atau istri ketika ingin bercerai di,Pengadilan Agama maka setidaknya memiliki
alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu hal yang disampaikan
juga oleh Bapak Burhanuddin selaku Hakim pada Pengadilan Agama Pinrang, beliau
mengatakan bahwa disamping alasan-alasan diatas ada juga alasan yang lain yang

dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu karena adanya salah satu pasangan

**Republik Indonesia, “Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
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selingkuh dan menurut Bapak Burhanuddin bahwa penyebab terjadinya
perselingkuhan karena kurangnya akhlak yang dimiliki oleh salah satu pasangan
suami istri.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116% disebutkan alasan-

alasan yang menjadi penyebab perce
a. Salah satu pihak be

dan lain-lain

b. Salah satu p

aitu sebagai berikut :
nenjadi pemabuk, pemadat, penjudi,

a 2 (dua) tahun berturut-
g sah atau karena hal lain

au hukuman
berat yang

mendapat cacat badan a akibat tidak
n kewajibannya sebagai
dan isteri terus me jadi lisihan dan

tidak ada harapan aka alam rumah

ar taklik talak
atau murtad yang
ht

n i 3 winan yang

1 alasan atau

un lebih thmpﬁ “IEelaskan b
dJUK

diproses dan
Kompilasi
Hukum Islam, talak adalah ikrar suamijdihadapan Pengadilan Agama yang menjadi
salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian

adalah,

*Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



39

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,
yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami

2. Dalam hal gugat bertempat kediaman diluar Negeri, ketua Pengadilan Agama
memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik
Indonesia setempat,

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak
adalah permohonan‘cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian
diajukan oleh pihak istri atau kuasanya'kepada Pengadilan Agama. Adapun sebab-
sebab perceraian adalah sebagaimanayang diterangkan dalam hukum positif dimana
terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian,
sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 19.

Oleh karena itu, dari rincian. diatas pada Kompilasi Hukum Islam yang
menyebutkan alasan-alasan yang.menjadi penyebab terjadinya perceraian. Pada hasil
wawancara oleh Bapak Syamsul Rijal yang juga seorang Hakin di Pengadilan Agama
Pinrang, khususnya menangani  perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg, maka beliau
memberikan keterangan terkait dengan penyebab utama terjadinya perselingkuhan di

Kab. Pinrang yaitu beliau mengatakan bahwa

“Faktor utama penyebab perceraian di Pinrang itu ada beberapa hal, yang
pertama itu masalah ekonomi. Saya melihat bahwa di Pinrang itu lebih banyak
perempuan yang mengajukan gugatan cerai dibandingkan dengan laki-laki yang
memohon untuk bercerai. Alasan utama dari banyaknya perempuan yang
mengajukan gugatan ceai karena faktor ekonomi, apalagi di Pinrang rata-rata
laki-laki pergi merantau sehingga melupakan istrinya. Kemudian faktor kedua
yaitu kurangnya moral. Moral yang saya maksud disini yaitu ada beberap suami
yang suka minum minuman keras, penjudi, narkoba. Dari perkara gugatan cerai
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yang masuk ada beberapa penyebabnya karena alasan suaminya mengonsumsi
narkoba. Kemudian penyebab faktor ketiga yaitu adalah faktor selingkuh. Inilah
faktor yang cukup membahayakan karena meskipun sudah ada suaminya atau
istrinya tag)i tetap juga selingkuh sehingga menyebabkan terjadinya
perceraian”

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Syamsul Rijal sebagai seorang
Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, maka beliau menjelaskan bahwa faktor
penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang yaitu ada beberapa hal. Pertama,
faktornya disebabkan karena faktor ekonomi. Banyaknya perkara perceraian yang
masuk di Pengadilan Agama Pinrang didominasi oleh gugatan cerai yang datang dari
pihak istri yang meminta untuk bercerai karena salah satunya adalah faktor ekonomi.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa, mayoritas perceraian dipicu oleh faktor
perekonomian, hubungan tidak harmonis karena pasangan suami Istri terpisah jarak
jauh, serta perselingkuhan.

Perceraian karena masalah ekonomi banyak dialami oleh pasangan suami istri
yang memiliki tingkat ekonomi lemah. Kasus perceraian karena hubungan tidak
harmonis didominasi oleh pasangan.yang .salah satu pasangannya bekerja sebagai
tenaga kerja Indonsia di luar Negeri. Salah 'satu masalah utama yang sering dihadapi
suami istri adalah kebutuhan-ekonomi dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami
memenuhi kebutuhan ekemomi ittakan menyebabkansketidakharmonisan suami istri
yang mudah memicu terjadinya perceraian:

Selain faktor ekonomi, faktor yang lain menurut Bapak Syamsul Rijal sebagai
Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa faktor kedua
penyebab perceraian yaitu, kurangnya moral yang dimiliki oleh seorang suami dalam

membina rumah tangga sehingga dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

*°Syamsul Rijal, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan
Agama Pinrang, 15 Oktober 2019
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Kurangnya moral yang dimaksudkan oleh Bapak Syamsul Rijal yaitu banyak suami
yang suka meminum minuman keras, penjudi, suka mengonsumsi narkoba, dll.
Sehingga dari perilaku-perilaku yang buruk ini maka keutuhan rumah tangga tidak

dapat lagi bertahan lama karena adanya perilaku buruk seorang suami.

Perkawinan dilakukan untuk w selamanya sampai matinya salah seorang

suami atau istri, inilah sebe aki agama Islam maupun dalam

rang, beliau
terjadi pada
pada istri. B kipun sudah
gan akan tet ini lah yang
nakita.com
sa lagi untuk
Tentunya tidak ada pasangan yang sejak awal mengharapkan perceraian terjadi
di antara mereka. Namun penyebab perceraian terlalu kuat dan mengakibatkan lebih
banyak keburukan jika dipertahankan. Perceraian terjadi biasanya diasosiasikan

dengan perselingkuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang menjadi
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penyebab perceraian secara keseluruhan yang ada di Kab. Pinrang ada beberapa
faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor krisis moral, dan faktor perselingkuhan.

Pada pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP),
perkawinan dapat didefinisikan sebagai “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.?’ Harapan semua orang untuk dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal,
namun tidak bisa dipungkiri kemungkinan-kemungkinan perkawinan itu berakhir
tetap ada. Sedangkan menurut Pasal 38 WUP ada 3 faktor putusnya perkawinan, yaitu
kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Secara hukum, terdapat alasan-alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan pasal diatas, memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa
selingkuh bisa dijadikan alasan perceraian. Namun alasan yang paling mendekati
yang bisa digunakan adalah alasan zina..Akan tetapi perlu diketahui terlebi dahulu
pengertian zina. Menurut R Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa
zina adalah persetubuhan-yang dilakukan-oleh laki-laki atau perempuan yang telah
kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya®.

Sementara persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan
perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus
masuk kedalam anggota perempuan. Sedangkan Ahli Hukum P.A.F Lamintang

mengutip pendapat ahli hukum Profesor Simon, dalam bukunya Delik-Delik Khusus

?"Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.
%®R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Politea, Bogor), 1996, h. 54.
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Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusialaan dan Norma-Norma Kepatutan
menerangkan untuk adanya suatu perzinaan menurut pasal 284 Kitab Hukum
Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) itu diperlukan adanya suatu hubungan alat
kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan wanita. Mengacu pada
defenisi zina diatas, maka dapat.dipahami bahwa zina mengharuskan adanya
persetubuhan (hubungan suami istri) antara seorang pria dengan seorang wanita yang
salah satu atau keduanya telah terikat perwainan.

Pada umumnya, perselingkuhan terjadi kalau pria yang memiliki istri terjerat
dengan wanita lain. Orang yang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan
yang tidak bahagia, dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam
pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan diluar
pernikahan. Ada banyak bentuk perselingkuhan dari yang besar sampai yang kecil,
dari sekedar curahan hati sampai pada hubungan intim. Semuanya merupakan bentuk
dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya.
Apapun alasannya dan seberapa pun.besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat
dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak
dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidakharmonisan hubungan suami istri.

Pada sisi lain, menurut fhasil=wawancara 'diatas yang menjadi penyebab
terjadinya perceraian salah satunya yaitu krisis moral yang dilakukan oleh suami
maupun istri. Pada dasarnya menurut Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga
Islam Berwawasan Gender® menerangkan bahwa penghambat keluarga yang sakinah
yakni, agidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam

kelauraga, makanan yang tidak halal dan sehat, pola hidup konsumtif, berfoya-foya

2Cholil, Mufidah,”Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender”, UIN-Malik Press,
Malang, 2013, h. 5
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akan mendorong seorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang
dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu, dan
akhlak yang rendah.

Faktor penyebab krisis moral berawal sejak manusia mengalami Krisis

kepercayaan kepada kemampuan .¢ ndiri, yang menimbulkan gejala-gejala

transisi yang sangat rentan nyusupan nilai-nilai asing yang
u-nafsu negative menusia

uas untuk muncul keper an, penalaran yang sehat dari

lingkup yang menyent
esuatu perbuatan baik a atau amoral,
tau tidak pantas dan b benar serta
ukur atas dasar etika pe Sikap-sikap
baliknya, yai acuh lagi,
bersikap ne ak buruk tidak

gainya.

suami istri baik kehendak suami istri atau salah satunya karena alasan-alasan tertentu
setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dan tidak menemui titik terang

untuk mempertahankan kerukunan dalam rumah tangganya. Dalil disyariatkannya
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talak adalah al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Dalam al-Qur’an Allah berfirman dalam

Q.S Al-Thalaq;65/1

N s L2 T
=AW o or DA F

[
- ] e s g . g4

—

Terjemahnya :
“Hai Nabi, apak i nu Maka hendaklah kamu
ceraikan mere 3 adapi) iddahnya (yang
Wwai dan_hitunalah v Falovwvalal 2h Tuhanmu.

lah mereka
ang terang.
Allah, : rbuat zalim
ri. kamu tidak mengetah i engadakan

yang baru.*

dengan dibolehkannya empermudah

putusn an. Faktanya banyak te enganggap

perkara ini

sepeleh i hukumnya makruh dan
dibenci Qur’an yang
membe ilah i i ukuh). Janji
kukuh d anya apapun
diri untuk

a dan menjaga
keutuhan rumah tangganya agar tidak sampai terjadi perceraian. Akan tetapi fakta

yang terjadi, salah satu pihak membahayakan yang lainnya, sepanjang penelitian

penilis bahwa krisis akhlak yang membawa dampak buruk jika pernikahan tersebut

*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Darus Sunnah,2007),
h. 558
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diteruskan. Dampak buruk yang dimaksud penulis ini bisa mengancam sampai
masalah dhoruriyahtul khmas, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, harta. Rumah tangga
seperti ini tentunya dapat memadharatkan jika diteruskan.

Ternyata hal ini yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian, sebagaimana

perceraian diperbolehkan agama | dipandang sebagai solusi penyelesaian

konflik yang lebih dalam ¢ a sebab itu kemudhoratan harus
dihilangkan. Setiap uarga yang sakinah yang

oleh Wasman disebutka untuk mewujudkan hal

ini sang ditegakkan
dengan i dilapangan
banyak garan yang dilakukan tidz aati ajaran-

ajaran ¢ di, mabuk-mabukan, n ina enyebabkan

sangat ¢ un rumah tangga yang . Se ana Mufidah

kni,

ambat keluarga yang saki yang keliru

atau ses dapat menga lam keluarga.

n selanjutny wawancara oleh Pengadilan

g mengatak yang menye

u karenam an\FA ReE itu, suat

terjadinya

inan dapat
talak yang
eraian antara
suami istri. Dari beberapa teori sebelumnya yang menjelaskan tentang perceraian
secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya suatu
ikatan perkawinan dengan sebab-sebab tertentu dan aturan yang sesuai dengan syariat

Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.
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Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatnya perceraian baik dari
kalangan atas maupun kalangan bawah terus merebak, berbagai macam alasan
diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang

menyebabkan perceraian sering kali masalah ekonomilah yang lebih banyak

mempengaruhi perceraian. Dalam h ang dimaksud dengan perceraian karena
faktor ekonomi adalah masa ntara mereka terdapat suami yang
dap kebutuhan k a dan tidak bekerja keras
a, dan terdapat sebenarnya
api istrinya
penuhi oleh
gajukan perceraian.

wancara yang telah pada bapak

n s ijal sebagai Hakim p ile ma Pinrang
bahwa perc di Kab. Pinrang memang dikit faktor-
faktor - ' i i eraian yang
datang
faktor p i o i ari tahun ke
arena faktor
dilakukan di
ang sedang
terjadi bahwa faktor ekonomi mendominasi atas faktor-faktor lain dalam kasus

perceraian yang terjadi di Kab. Pinrang pada tahun 2018. Oleh karena itu,

berdasarkan uraian diatas maka hal yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami
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istri dalam kehidupan rumah tangga mereka adalah saling memahami satu sama lain
baik dalam hal ekonomi maupun terhadap pergaulan sehari-hari.
Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga secara islami

maka sebagai sebuah ibadah, pernikahan memiliki sejumlah tujuan mulia. Memahami

tujuan itu sangatlah penting guna r ndarkan pernikahan bergerak tidak tentu

arah yang akan membuatn 3. Tujuan-tujuan itu adalah untuk

mewujudkan mawadd nah, yakni te

inta-kasih dan tergapainya
ketentraman hati (sakine j an dan menghindarkan dosa,
ardhatillah.
Jika tuj i 3 § 2 akan lebih

raih keluarga sakinah onflik yang

pahaman tentang tujua

juhnya akan

buah pernikahan.™

iki tujuan mewujudkan ke atan a (magashid

Perwujudan ntukan oleh

ec individu ma plektif, serta

ikahan juga ang sebagai

a layaknya
suhan antar

sesame manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.

*'Annafri Ashar, Fenomena Perselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec.
Somba Opu Kab.Gowa, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2013, h.
55.

**Nurhadi, “Magashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”,
Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.16, No.2, 2017, h. 217.
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Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia
dan memanusiakannya serta menjauhkan dari perzinahan. Sehingga hubungan yang
terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara

sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah

tangga dan terbentuknya generasi ke manusia yang memberikan kemaslahatan

bagi masa depan masyaak n.perkawinan maka tujuan dari
maqashid al-syari’a apat terjaganya keturunan-
agashid al-syari’ah dala ul al-nasl (memelihara
ikah adalah

fitrah nya dengan

riat itu disyariatkan unt ba di dunia

ebab itu Kompilasi Hu mempunyai

gandung kemaslahatan slam. dalam

hukum Islam di Indonesia, ukum maka

Perundangan

dihadapan
Allah swt kelak. Selama alah satt ebab terja a perceraian adalah karena
kurangnya pemahaman agama. Perbedaan keyakinan dalam sebuah pernikahan
memiliki banyak mudharat atau kerusakan bukan hanya kepada pasangan suami istri

akan tetapi juga kepada keluarga dan keturunan yang lain.
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Pentingnya akhlak dan pergaulan yang baik dari pihak suami maupun istri
karena keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk menjadikan akhlak rumah
tangga sebagai pedoman yang utama. Bagi seorang suami hal pertama yang wajib

diketahui dalam membina keluarga adalah mengedepankan sikap kasih sayang, cinta

dan kelembutan. Sebagai seora keluarga, suami dianjurkan untuk

memperlakukan istri dan ih sayang dan menjauhkan diri
dari sikap kasar.

Seorang S gat membutuhkan ke agar ia tangguh dalam
idak mudah

. Sepasang

pu bercanda terhadap k da dan tawa

ngga adalah hal yang la

4.2 lis Hakim Pengadil terhadap
at  Perselingkuhan ara  No.
A.Prg. di PA Pinrang.
pembahasan
pada pada No.

gugat untuk
aminya telah
ikah tanpa
sepengetahuan istri pertama. Pada perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan
penggugat dengan beberapa pertimbangan.

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan wawancara oleh dua Hakim
Pengadilan Agama Pinrang terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. Bapak

Baharuddin mengatakan bahwa:
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“pada perkara cerai gugat ini Majelis Hakim pertama bertanya bahwa apakah
betul selingkuh ? dan untuk membuktikan kalau benar selingkuh maka pasti ada
buktinya baik itu berupa surat, dokumen, foto, video, dua orang saksi. Itu dulu
yang menjadi buktinya dan bukti ini dihubungkan dengan keterangan saksi dan
alasan penggugat dan ternyata bersesuaian. berdasarkan keterangan saksi apa
yang dia lihat, rasakan, dengar terhadap perkara tersebut dan keterangan
tersebut dapat menjadi kesimpulan Hakim bahwa benar terjadi perselisihan atau
pertengkaran disebabkan karena. perselingkuhan dan berakhir dengan
perceraian.”33

Berdasarkan keterangan Bapak Baharuddin sebagai seorang Hakim di
Pengadilan Agama Pinrang bahwa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam
memutuskan. perkara.tersebut. yaitu_pertama-tama.mengetahui.penyebab dan alasan
perceraian, kemudian setelah itu Majelis Hakim akan memeriksa bukti berupa surat
apakah dalam bentuk dokumen, foto“maupun video, kemudian setelah memeriksa
bukti berupa surat maka kemudian mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik
itu saksi dari penggugat maupun dari tergugat sendiri. Keterangan saksi ini harus
memenuhi unsur melihat, mendegar, dan merasakan sendiri peristiwa atau penyebab
perceraian tersebut.

Pada keterangan lain yang disampaikan oleh Bapak Baharuddin sebagai
seorang Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut maka beliau mengatakan

bahwa:

“dalil yang didalilkan jeleh=pengeugatmbahwa selama setelah terjadinya
perselisinan dan ‘pertengkaran’ antara’ “pemggugat dan tergugat maka
penggugat dan tergugat itu berpisah, dan selama berpisah maka tergugat
tidak pernah memenuhi lagi kewajibannya sebagai seorang suami dan pihak
Hakim telah berusaha untuk“merukunkan kembali tapi tidak berhasil, dan
seterusnya. lItulah juga yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam
memutuskan perkara tersebut yaitu mendengarkan dan membaca dalil atau
alasan dan penyebab terjadinya perceraian.”

**Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan
Agama Pinrang, 14 Oktober 2019
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Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Baharuddin diatas beliau
mengakatakan bahwa selain adanya bukti surat, keterangan dua orang saksi, yang
menjadi pertimbangan lain oleh Majelis Hakim bahwa mendengarkan keterangan
penggugat sebagai dalil dalam gugatannya untuk memutuskan perkara tersebut. Disisi
lain, Majelis Hakim bukan hanya mendengarkan keterangan dari penggugat sebagai
dalil dalam gugatannya akan tetapi mendengarkan  keterangan tergugat dan

menjawab semua terkait dengan dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat.
Pada hasil wawancara yang lain yang dilakukan oleh peneliti kepada Mejelis
Hakim Pengadilan Agama Pinrang, dalam hal ini Bapak Syamsul Rijal, beliau juga

memberikan keterangan terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam

memutuskan perkara pada No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. maka dalam

menangani perceraian maka sebagai seorang Hakim, maka Kita layani seperti

biasanya pada perkara lain. Kalau dia mampu membuktikan bahwa

suaminya atau istrinya terjadi perselingkuhan maka itu menjadi

pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.”®

Berdasarkan hasil 'wawancara darivBapak Syamsul Rijal bahwa beliau
mengatakan  dalam menangani perkara khususnya pada perkara  No.
424/pdtiG/2019/PA.Prg. maka perkara tersebut ditangani seperti biasanya pada
perkara lain dan mempertimbangan perkara tersebutiSeperti biasanya. Dalam artian
bahwa dalam penegakan hukum terhadap perkara yang masuk pada Pengadilan
Agama 'Pinrang, maka penegakan hukumnya itu disamakan pada perkara yang lain,

yaitu mulai dari pembacaan dalil dari penggugat sampai pada diputuskannya perkara

tersebut apakah dikabulkan atau tidak.

**Syamsul Rijal, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan
Agama Pinrang, 15 Oktober 2019
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Oleh karena itu, pada prinsipnya seorang Hakim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 adalah pejabat yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

jujur, adil, professional, berpengalaman di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, hakim wajib men;j ndirian peradilan. Hakim juga adalah

pejabat yang proses pen iannya diatur dalam Undang-

Undang, dan merupa yang terkait e etik profesi Hakim dan
pedoman tingkah la

kan gugatan

penggug a emutuskan

a ah-langk : ru
t. S i

perkara da hasil wawancara di
adanya rat, saksi, keterangan dari at da jat, dsb.

mendalilkan

kan
wa S
per 0. 424/pdt.G/2019/P
m

gugata hwa ugat telah menikah deng Ami Muhammad

selama lebih 26 tah ermasalahan a yaitu pada
tahun 2 > ter perselisina vertengkaran
ah, terguga kah dengan
pengetahuan
)RT) seperti
atu dan memukul

kaki penggugat pakai sobreker motor.
Oleh karena itu, dari dalil penggugat maka penggugat memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara

tersebut berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan menjatuhkan Talak
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Satu Bain Sughra tergugat M. Amin bin Muhammad terhadap penggugat Kamaria
binti La Diri. Pada proses persidangan, penggugat datang sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut danternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat. Setelah pembacaan surat gugatan,
kemudian penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, kemudian Majelis
Hakim mendengarkan keterangan dua orang saksi dari penggugat dalam hal ini Ismail
bin La Dirl sebagai saudara kandung penggugat dan Nursia binti Lamangngadda
sebagai'lbu dari penggugat. Dari keterangan dua orang saksi tersebut memberikan
keterangan sesuai dengan isi gugatan penggugat.

Pada proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.
Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan
penggugat secara verstek,-menjatuhkan:talak satu ba inssughra tergugat M. Amin bin
Muhammad terhadap penggugat Kamaria binti La Diri. Dari uraian diatas dapat
diketahui bahwa beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara
perceraian pada No. 424/pdt.G/2019/PAPrg.
Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian mutlak yang berlaki
bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi

pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu
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pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi
sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-
pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju
kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat
itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain

merupakan pembuktian historis.

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada
hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa
yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk
meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-
dalil yang digunakan untuk menyangkal.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata. Dalam perkara
pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah,
sedangkan dalam perkara perdata tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, yang
penting adalah alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim
akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan
demikian, dalam hukum acara perdata cukup berupa kebenaran formil saja. Namun
secara umum, tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang
bersifat definitif, pasti, dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.
Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah,
artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti
yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di

dalam persidangan disebutkn dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari:
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4.2.1. Bukti Surat
4.2.2. Bukti Saksi
4.2.3. Persangkaan
4.2.4. Pengakuan
4.2.5. Sumpah
Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering
dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim.

1. Bukti Surat

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan
yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran
seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi
dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan
akta sendiri dibag lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.
a. Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat
peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan
sengaja untuk pembuktian. Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa
peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi
merupakan akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah

ditandatangan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau

dengan akta yang dibuat oleh orang lain.

Akta dapat mempunyai fungsi formal, yang berarti bahwa untuk lengkapnya
atau sempurrnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat

suatu akta. Selain itu, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta dapat
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digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagaimana telah disebutkan diatas,
akata dibagi menjadi dua yaitu:
a) Akta Autentik

Secara teoritis akata otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja
secara resmi dibuat untuk pembuktian. Secara dogmatis menurut pasal 1868 KUH
Pedata akata otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat
dimana akata dibuatnya. Berdasarkan Pasal PJN jo. Pasal 1868 KUH Perdata,
notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta
otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu:

a. kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka
sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

b. kekuatan pembuktian materil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-
benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;

c. kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa
pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap
kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta
tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

b) Akta di bawah Tangan
Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh
para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat antara para

pihak yang berkepentingan. Dalam akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya
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hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang
tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.
2. Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-
1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan
tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan
pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di
persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau
kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperolehnya
secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan
secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak
diwakilkan.
3. Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat
bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran
seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada
waktu yang sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat
menjadi persangkaan.
4. Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan
persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan
peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Ada 2 macam
pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan

didepan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang. Kedua macam
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pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakuakan
didepan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan
yang dilakukan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada
kebijaksanaan hakim.
5. Sumpah
Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat
mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji
yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan
tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.
Yang disumpah adalah salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Sebenarnya dalah
hukum acara perdata kita, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai
saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak
dengan diteguhkan oleh sumpah yang dimasukan dalam golongan alat bukti.
Menurut Abdul Manan, Hakim.Peradilan Agama harus membawa misi
kedepan dengan ketentuan:
a. Harus menempatkan diri sebagai hakim“yang memutus perkara dalam tatanan
sistem pemerintahan termasuk dalam Kategori umara dan birokat
b. Harus memahami dengan benar hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan
terutama terhadap hukum yang harus diterapkan dalam keputusan Peradilan
Agama dan hukum-hukum lain"yang ada kaitannya dengan perkembangan
yang diproses dalam persidangan
c. Hakim Peradilan Agama memutuskan perkara dalam masyarakat yang selalu

berubah, sehingga banyak kandungan hukum Islam dimungkinkan kehilangan
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konteks dengan masalah baru yang sekarang memerlukan pemikiran yang
akurat sehingga menuntut hukum Islam tetap eksis dan mampu memecahkan
segala masalah yang dihadapi. Untuk itu, Hakim Pengadilan Agama dituntut
tampil sebagai ulama yang berwawasan luas dan mampu melaksanakan

ijtihad.*

d. Hakim Peradilan ikan dirinya sebagai seorang

mujtahid yan emelihara ikan hukum Islam dengan

lembaga Peradilan Ag

bah cara berfikir umat

pemecahan syari’at b ini masa yang

rkembangan

*Hidayat Fitri, “Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian
Hukum Melalui Putusan”, Jurnal Juris, No. 1, Tahun 2011, h. 32
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b. Profesionalisme
Profesionalisme merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk
menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu yang melaksanakannya memerlukan ilmu

pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung (komitmen).*®

c. Integritas Moral

Seorang Hakim Pe memiliki integiras moral yang

a Indon

epanjang hidupnya.

4.3 Pe slam terhadap Perc
424/pdt.G/2019/PA.Pr

nrang maka

dalam hal
Oleh karena
itu, peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Baharuddin sebagai Hakim di

Pengadilan Agama Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“pada proses penegakan hukukmnya tentunya berpegang pada prinsip
keadilan dimana apabila salah satu pihak tidak dapat lagi mempertahankan

**Hidayat Fitri, “Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian
Hukum Melalui Putusan”, Jurnal Juris, No. 1, Tahun 2011, h. 32
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rumah tangganya, akan tetapi masih dipertahankan juga maka hal itu
bertentangan dengan jiwa keadilan. Atas alasan itu gugatan penggugat dapat
dikabulkan karena beralasan hukum.”®’

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Baharuddin sebagai
Hakim di Pengadilan Agama bahwa dalam proses penegakan hukum pada perkara
perceraian yang ada di Pengadilan - Agama khususnya pada perkara No.
424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PAPinrang maka berpegang pada prinsip keadilan. Pada
prinsipnya ada yang .berpandangan bahwa keadilan didasarkan pada ketentuan
hukum. Artinya suatu hukuman akan disebut adil apabila hukuman itu sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Pada proses penegakan hukum apabila salah satu
pihak tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya. Akan tetapi, masih saja
dipertahankan maka' hal tersebut bertentangan dengan jiwa keadilan. Keadilan dalam
tindakan atau perbuatan, memiliki arti bahwa tidak berat sebelah, mesti menempatkan
sesuatu pada tempatnya, tidak pernah memihak kecuali hanya kepada sesuatu yang
benar, | tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, pada perkara No.
424/pdt.GI2019/PA.Prg. maka-dapat dikatakan.bahwa jiwa keadilan itu apabila telah
ada gugatan dari penggugat yang:menginginkan untuk bercerali maka dalam hal
keadilan mesti di tegakkan.

Kemudian selapjutnya gpada=wawancara, Bapak Baharuddin beliau juga
memberikan penjelasanmyangwilain,. mengenaimsbentuksspenegakan hukum yang

diterapkan pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg, beliau mengatakan bahwa:
“bentuk penegakan hukumnya seperti melihat alasannya, di Pengadilan
Agama itu punya kewenangan: Jika terbukti selingkuh dan akibat dari itu
terjadi pisah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka putuskan
perkawinannya. Dalam penegakan hukum mengabulkan gugatan penggugat
maka diterapkan pasal yang dia langgar sebagai alasan penggugat, pasalnya

*’Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan
Agama Pinrang, 14 Oktober 2019
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yaitu 19 huruf F UUP. Jika telah memenuhi maka dikabulkan gugatan
pengg.gug'clt.”38

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Baharuddin diatas bahwa bentuk penegakan
hukum yang ada di Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara perceraian itu pertama

melihat alasan atau dalil penggugat dalam mengajukan perkaranya. Kemudian setelah

penggugat mengajukan perkaranya.r jelis Hakim mendengarkan dalil gugatan

penggugat dan apabila terb yang sesuai dengan perkara

tersebut. Pada perkar 4/pdt.G/2019/PA. menjadi dalil penggugat

an pernikahan

: dan AN beberapa
ukum perkara percerai i ama Pinrang
ukum dalam penegaka 1 pasal yang

penggugat, maka pasal yang di kan sal 19 Huruf

alam pasal 1 F Undang-

F pada

undang a suami dan rus menerus

terjadi p rukun lagi

dalam bila terjadi
perselis penegakan
hukumnya vyaitu mengabulkan gugatan penggutan Il memutuskan

perkawinannya.
Pada perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg maka yang menjadi gugatan

penggugat yaitu bahwa perselisinan dan pertengkaran penggugat (Kamaria binti La

**Baharuddin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, wawancara oleh peneliti di Pengadilan
Agama Pinrang, 14 Oktober 2019
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Diri) dengan tergugat (M. Amin bin Muhammad) disebabkan karena tergugat jarang
pulang kerumah, tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Mawar,
tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat melakukan

KDRT seperti memukul kepala, badan bahkan melempar penggugat. Dari gugatan

penggutan maka penggugat berha a gugatannya dikabulkan oleh Majelis

Hakim, dan pada salina p pdt. G/2019/PA.Prg  disebutkan

ipanggil secara resmi dan

ditinjau dari
th dalam hal

>ada perkara

engan ajaran i da dasarnya

dapat merusak h put merusak

ama sepakat
ukum Islam
ak dilakukan oleh
ulama terdahulu. Ibn al- Qayyim mengemukakan bahwa syari’at dasar dan
landasannya adalah hikmah dan terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan

akhirat. Syari’at itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah secara

menyeluruh. Setiap masalah-masalah yang menyimpang dari keadilan ke tirani dari
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rahmat ke permusuhan, dari maslahat ke kebinasaan dan dari hikmah ke kesia-siaan
bukanlah termasuk syari’at, sekalipun dengan interpretasi yang bagaimanapun.
Pendapat ini sangat sesuai dengan magqashid syari’ah. Alyubi secara khusus

membahas persoalan ini dalam kitabnya Magqashid alSyari’ah al- Islamiyyah wa

‘Alagatuha bi al-Adillati al- S la menyebutkan bahwa berdasarkan

kemaslahatan yang dikand a dapat dibagi kepada empat

yari’at, yang
urunan. Ali
tkan bahwa dharuriyya aga g mesti ada
n hidup baik berdasark mau uk di dunia.
tkan bahwa dharuriyy akan kepentingan
uk menegakkan kemaslahat ada , apabila hal
jalan secara

nambungan,

kebinasaan ehidupan.

endatangkan

khamsah itu, tetapi lebih dimaksudkan untuk menghilangkan masyaqat,
kesempitan atau ittiyat terhadap lima pokok tersebut.
3. Tahsiniat. Al- Syatibi menyebutkan bahwa tahsiniat merupakan kebutuhan

yang menunjang peningkatan martabat dan akhlak seseorang dalam
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masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Bila ia tidak
ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, dan tidak
akan menimbulkan

4. Mukammilat. Imam Syatibi mengemukan bahwa magqashid syari’ah dalam

ketiga stratafikasi di atas te i dalamnya tatammat atau mukammilat,

jika ia dihilangkan kan hikmahnya yang prinsip.

m di Pengadilan Agama
atas bahwa
a memilik proses pen penegakan
kewenangan
ntie) adalah
lingkungan
ukum antar
n kekuasaan

relatif i ) i kan:

dan

atau Kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota
Madya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkkinan adanya
pengecualian”.

Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini
meliputi satu Kota Madya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai

pengecualian.
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Cara mengetahui yuridiksi relatif agar para pihak tidak salah mengajukan
gugatan atau permohonannya yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan
mengajukan perkaranya dan hak eksepsi tergugat, maka menurut teori umum hukum

acara perdata Peradilan Umum, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke

Pengadilan Negeri mana saja, diperb n_dan pengadilan tersebut masing-masing

boleh memeriksa dan meng ng tidak ada eksepsi (keberatan)

saja orang lggugat maupun tergugat)

a oleh Bapak Hakim P
atu perkara memiliki i aranya yaitu
uktikan, sehingga menj jelis Hakim

ara gugatan tersebut. Pada

dan telah

dan gugatan

jelis Hakim

Hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga Hakim dapat
meneliti persoalan yang di persengketakan dan mendapat hukum secara adil sesuai
dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan

alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian,
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dalam memutus suatu perkara, Hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan
penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak
tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka Hakim

akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada. Menurut ulama fikih, dalam

suatu persengketaan didepan majeli n_pihak penggugat harus mengemukakan

alat bukti yang dapat mer tau Hakim berkewajiban untuk

meminta alat bukti da

berintik an nilai tata

gan yang berlaku.® B sional yang
hukum yang berlaku egara tanpa
aya, dan keagamaan. judkan satu
ngsa Indonesia bukanlah p : dah, karena

erbeda, a terdapatnya

leh bangsa jah, dalam

erlu diperhat itu: dimensi

embaharPArnnErFﬁrR E

**Syahri Rahamdhan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Perselingkuhan sebagai
Alasan Perceraian (Putusan Hakim No. 783/Pdt.G/2015/PA/Mdn), Jurnal Penelitian, h. 14.

“Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan
Pancasila
» Jurnal llmu Hukum, Vol.3, No.1, h.7
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian .dan pembahasan diatas, maka peneliti

mendapatkan hasil yang terkait akibat selingkuh perspektif hukum

Islam di  Pengadil alisis  putusan  perkara
No0.424/pdt.G/2019/ mana hasil peneliti dapat disimpulkan pada
5.1.1 Pe erjadinya | DErse ). Pinrang ment wawancara

) Hakim di

bermula pada faktor ek i ab. Pinrang
ak mengajukan perkara i dilan Agama
ang mampu

faktor Kkirsis

arkoba, d c faktor yang
aupun pada
istri. Khususnya pada perkara "No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. pada perkara
tersebut yang menjadi gugatan penggugat yaitu suami melakukan

perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga menyebabkan perceraian.
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5.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap perceraian
akibat perselingkuhan terhadap perkara No. 424/pdt.G/2019/PA.Prg. di PA
Pinrang yaitu pertama Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara

tentunya melihat dari segi isi gugatan penggugat terhadap penggugat, kemudian

mengajukan bukti baik itu b rat maupun saksi dan mendengarkan

keterangan dua orang gat maupun dari tergugat. Dari
semua proses pe apabila gugatan penggugat
terbukti apa yang me i al itu b jadi pertimbangan
a perkara No

/201 0.

an H am terhadap Perceraia
0.4 2019/PA.Prg. di PA Pin rnya Majelis

i Pe Agama Pinrang dala yang ada

selalu berpe pada yuridis formal da hal da Undang-

erkawinan ta h dijelaskan
li Peraturan
ndang No.l
aitan dengan
aian apabila
terbukti di persidangan maka Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Seperti halnya pada perkara No.
424/pdt.G/2019/PA.Prg, dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan
penggugat yang terbukti di persidangan dimana suaminya melakukan

perselingkuhan dengan wanita lain.
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5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian mengenai perceraian akibat selingkuh perspektif
hukum islam di pengadilan agama pinrang (analisis putusan perkara

no0.424/pdt.g/2019/pa.prg), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 Adapun saran kepada Pinrang bahwa dalam menjaga
keutuhan ruma harus dipersiapkan dan
yakini bahwa sebagai
gung jawab
uarga terseb I karena itu,

but sejalan

522 lebih lanjut
analisis putusan  perkara 019/PA.Prg
adari bahwa
ari aa eneliti akan

ini dengan

sumber i rtanggunc an.
PAREPARE
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